PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

. NOMOR : 02 TAHUN 2010
TENTANG

! PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : 2  bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan
Pemerintah  Momor 37 Tohun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Momor 23 Tohun 2006 tenwng Administrasi
Kependudukan dan Peroluran Presiden Momor 25 Tahun 2008
tentang Persyarslan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil. maka Pemerintah Kabupaten Kepahiong perlu
menindsklenjuli  dan menycsusikan  dengan  menctapkan
peraturan mengenai Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

b. bahwa Pemerintsh Kabupaten Kepshiang berkewajiban
melaksanakan tertib  administrasi  kependudukan  untuk
memberikan perlindungan dun pengakuan terhadap pencniuan
status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk
Kabupaten Kepahiang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
buruf & dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyclenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : | Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

2. Undang-Undang MNomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;

J. Undang-lUindang Nomor £ Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 198] Nomor 76, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomar 3200 1

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 teniang Keimigrasi
| grasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Momar 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474

5. Undang-Undang Nomor 39 Tshun 1999 tentan [
: g Hak Asasi
Manusia (Lembaran MNepars Republik Indonesia Tahun 1999

MNomor 165, Tambahan Lembaran Megara Republik Indoncsia
Momor 3BEG); k
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6. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4235),

7. Undang-Undeng Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomaor 4349)

8. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik [ndonesia Tahun 2004
Momar 125, Tambahan Lemburan Negara Repuoblik [ndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Lindang Momor 12 Tahun 2008 tentang
Perubohon Kedun atus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemeriniah  Dacrah  (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 48443,

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4634);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
T 10 Ty s T
mar . Lembaran N ik

Indonesia Nomor 4674);

11. Peraturan Pemerimtah MNomor 37 Tahun 2007 tentang
F-Elll’.ﬂl‘ﬂ.lﬂ Undang-undang Momer 23 Tahun 2006 tentang
A:imm?um Kependudukan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nemor £0, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

12. Peraturan  Pemerimtah  Nomor 38 Tehun 2007 tentang
F-.-mhlgr.m Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daersh Provinsi, dan Pemerintah Deerah
Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara i
Indonesia Nomor 4737); epeih

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia MNomor 25 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tots cora Pendaftaran Pendud
Pencatntan Sipil; b

I4. Pernturan Pregiden Republik Indonesia Nomor 26 Tabun 2009

tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor [nduk
Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Dacrah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 T
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok mﬂmﬂnum
Pnntruuuhﬂabummﬁcpa]:inng;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
dan
BUPATI KEPAHIANG
MEMUTUSKAN :

Menctapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Docrah ini yang dimaksud dengan ;

|. Daerah adalah Ksbupaten Kepahiang,

2. Pemerintsh Duerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang,

3, Bupati adalah Bupati Kepahiang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya discbut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.

5, Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan
berwenang melaksanaken pelayanen dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Kepahiang,

7. Penyidik Pepawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Adminisirasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

8. Kecamstan adalsh wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten

Kepahiang.

9. l:ImPﬂﬁmTchi:Eimms:hnjumyudishskuwmmhh satuan kerja di
tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan  sipil dengan
kewenangan menerbitkan akta serta melakukan verifikasi, validasi, dan perekaman
data penduduk,

10. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalsh penyelenggaraan rangkaian
k:glﬂhnpemumdmpmnﬁbm:hlmpmbmm dokumen dan data kependudukan
m pmd.nﬂm“m pmduduk,m pencatatan sipil, pengelols informasi administrasi

seria apgunann  hasiln untuk pelayan blik
Pembangunan Sektor lain. = i -y
11. ghmn Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi
Ilﬂknnlm;umplmﬂi kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. il

12. Data Knpmduduhnl:hhhdm perscorangan dan/alau dats agregal yang terstruktur
sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Pendaftaran P-mdl.duk adalah pencataian biodsta penduduk, pencatatan atas
poa it s eabies Bt ey oA R Al

epe serta itan Dokumen Penduduk be identi
kﬂg‘l_nam i rupa kartu identitas atay surat
14, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus

5. Peristiwn Penting adalah kejodian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahi
o m“mmW‘hMMWmﬁ
pengakuan dan pengesahan  anak, perubahan nams, perubshan  status
kmu‘gamgnrundmpﬂiﬂiwpmﬂmlﬂimyn
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26,
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34,
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Database Kependudukan ndaleh kumpulan clemen data penduduk yang tersirukiur
yang dipercleh dard hosil kegiotan penyclenggormin pendaflaran pendeduk.

Nomor Induk Kependudukan yung selanjutnya disingkal dengan (NIK) adalah nomor
identitns penduduk yang bersifal unilk/khas, tunggal dan melekat pada seseomng yang
lerdaflar sebagal penduduk Indoncsia.

Kartu Keluarga yang selanjulnya disingkal dengan KK adalah karu identitas keluarga
yong memuat dain tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga,

Kartu Tands Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
penduduk sehagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang
memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
dan belum pernah menikah,

Warga Negara Indonesia yang selanjuinya disingkat W1 adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang
scbagai Wargo MNegara [ndonesia.

Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Megara Indonesia

WNI Tinggal Sementara adalsh setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari Juar
Dacrah untuk beriempat tinggal sementam di luar domisili stau tempat tinggalnya.
lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan peda Orang Asing untuk
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orng Asing untuk
bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat
kelerangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI
yeng linggal sementara di Decrah dalam jangka wakiu | (satu) tahun dan tidak dapat
diperpanjang.

Surat Keterangan Tempat Tinggal yang sclanjutnya disingkat SKTT adalah surai
keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Oran
Asing yang teleh mempunyai izin tinggal terbotas yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang dalam jangka walktu tertenio,

Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab
memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting,
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukon di Kelurahan dan Desa,

Sistem Informasi Administrasi Kependudukon yang sclanjulnys disingkat dengan
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
kernunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi sdministrasi kependudukan di
tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebapai satu kesatuan,

Data Pribadi adalsh data persecrangan tertentu yang disimpan, dirmwat dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kershasiaonnya

Penduduk adaleh WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat
tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu
terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin
Tinggal Terbatas dasri Instansi yang berwenang,

Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapal [zin Tinggal Tetap dari Instansi
yang berwenang,

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk
Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh
mwmﬂmmmmm.mmmm
Biodata Penduduk adalah kelerangan vang berisi elemen data tentang jati diri,
informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami
oleh penduduk sejak saar kelahiran,
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6. Pindah Dotang Penduduk oduloh perubshan lokasi tempat Unggal untuk menctop
kurena perpindahon dari tempad Inma ke tempal yong baru.

37, Lahir Mali odalah susiu kejodion dimonn seseorang bayl pada sest dilahirkan telsh
tidak menunjukkan tande-tande kehidupan den lamanys dalam kendungan paling
sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.

38, Akts Pencatatan Sipil adalah Akis yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
merupakan alat bukti autentik mengenal kelohiron, perkawinan, perceraian, kematian,
pengakuen, pengangkatan dan anak.

39. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akia-Akts Pencatastan Sipil yang
diberikan kepadn penduduk ataw penduduk asing.

40. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai
akibat pada perubahan data.

41. Kutipan Akts Kedun dun seicrusnyn adalah Kutipan Akts-Akts Pencatatan Sipil
kedua dan selerusnya yang dapat diterbitkan olch Instansi Pelaksana korena Kutipan
Akia pertama hilang, rusak alau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan
dari pihak yang berwenang.

42, Salinan Akta adalsh salinan lengkap isi Akta Pencalatan Sipil yang diferbitkan
Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon,

43, Pengakuan Anak adalah pengakuan sccara hukum dari seorang bapak terhadap
anaknya karena lahir diluar iketan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung
anak terschut.

44. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dar
lingkungan kckuasann keluarga orang tua, wali yang sah, mtou orang lain yang
bertanggung jawab ates perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke
dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atay penetapan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

45, Pengesohan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar
ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

46, Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
sescorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana,

47. Pojabat Pencatatan Sipil adalah pcjabat yang melakukan pencatatan Peristiwa
pedoman Kependudukan dan Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana
yang pengangkatannys didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

48. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan
adalah satuan kerja yang melaksanskan Pencatatan Nikah, Talak, Cerni dan Rujuk
bagi Penduduk vang beragama [slam.

BAB 11
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Feriama
Penduduk

Paval 2

Setiap penduduk mempunyal hak untuk memperoleh :

a. Dokumen kependudukan;

b. P:In‘}r:nm yang sama dalam Pendaflaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

¢. Perlindungan atas data pribadi:

d. K:pumm hukum atas kepemilikan dokumen;

e I:_:IT_nmnal mengenai data hasil pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas
dirinya dan/atau kelusrganya;

Ganti rugl dan pemulihan nama baik scbogai akibat kesalahan dalam pendaftaran
ﬁduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunasn data pribadi oleh instansi

Lo ]

PPaxal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependud yang
. | pe ukan
dinlaminya kq:@a Kepala Desn dan/atau  Lurah selempal dengan menyerahkan
persyaratan sesual ketentuan dalam Peraturan Docrah ini, sclanjutnya Kepala Desa
dasv/utiny Lurah wajils melaporkan peristiwa dimaksud kepada Instansi Pelaksana,

i i i P ——— i gt
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Bugian Kedua
PFenyelenggara

Panal 4

(1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Dwa.h.
(2) Penyelenggarn schagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan
berwenung schagai berikul |
1). Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; .
2). Pmebeniukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi
wkan,
7). Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
4). Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependuﬁuhm.
5). Pelaksanasn kegiatan pelayanan masyurakat di bidang Administrasi
Kependudukan;
). Penugasan kepada Desa dan Kelurahan untuk menyelenggarakan schagian
Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
71 Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Dagrah; dan
£). Koordinasi pengawasan olas penyclenggaraan Administrasi Kependudukan,

Pasul 5

{13 Dalam melaksanakan kewenangan schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
hurefl & Bupali mengadakan koordinosi dengon instansi vertikal dan lembaga
pemerintah non departemen.

(7} Koordinasi sebegaimana dimaksud pada ayat (1) berkeitan dengan  aspek
pefencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan  evaluasi
penyelenggorean Adminisirasi Kependudukon,

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurf ¢
Bupati mengadakan pengaturan teknis penyclenggaraan Administrasi Kependudukan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanaken kewenangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d
Bupati mengadakan ;

1). Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
). Kefjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

3). Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik;

4}, Komunikasi, informasi dan edukast kepada seluruh lapisan masyarakat,

Pasal 8

IJ:ImrI- melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e
Bupati menyelenggarakan kegialan pelayanen masyarakat di bidanp Administrasi
Kependudukan, dilaksanakan sccara terus-menerus, cepatl dan mudah kepada seluruh

pendiduk dengan melibatkan RT dan BW uniuk kelurahan dan Kepaln Dusun uniuk

Pasal 9

”'.'JIIII'I'! maluk.-:anlahn kewenungan schagaimana dimuksud dalom Pusal 4 ayal (2) hurul [
Bupati memberikan penugasan pada Desa dan Kelurahan atau nama lain uniuk
m:nyelmmr;ll:m sebagian urusan sdministrasi kependudukan berasaskan tugas
pembantuan, diseriai pembiaysan, sarana dan prasarang serta sumber dave manus;
berdasarkan Peraturan Bupati, . )

o —— s e e
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Wmmmmmwmdimdﬁhmw#wmhﬂ;
Bupati melakukan : N
a. wlmmwmmmimmmlmpﬁqmm
b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawablan.

Pasal 11

I}MMmdm&nﬂdﬂMﬁsﬂl4aﬁtﬂ}hmfhﬂupnﬂ
melakuken koordinasi pengawnsan andar instunsi terkail. _ )
2} Koordinasi pengawesan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat
koordinasi, konsullasi, pencegahan dan tindakan korcksi.
Bagian Ketiga
Instansi Pelaksana
Pasal 12

(1} Urusan Administrasi Kependudukan di Duerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana

(2) Instansi Pelaksana adalsh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas
menyelenggarakan urusan Adminisirasi Kependudukan di Daerah.

Pasal 13

(3) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan,

meliputi;

1). Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

2}, Membenikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas
laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwe Penting;

3). Menerbitkan Dokumen Kependudukan;

4} Mendokumentasikan hasil Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5). Menjamin kerahasizan dan kcamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting; dan

). Melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk
datam pelayanon Pendoftaran Penduduk dan Pencamatan Sipil.

(4) Kewajiban schagaimana dimaksud podo oyat (1) hural o ontuk pencalatan nikah,
talak, cerai dan rujuk bogi penduduk yang beragama lslam dilakukan oleh pegawai
pencatat pada KUA Kecamatan.

{ﬂﬁ.ﬁwﬂibanuhiﬂimmdirmkudpuhayﬂﬂ}mmﬂmmmmm
Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum dizkui sebagni
kepercaynan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undengan.

Pasal 14

(1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelengparakan urusan Administrasi

Kependudukan, meliputi :

1). Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan
fenlang Perisliwa Kependudukan dan Peristiwe Penting  yang  dilaporkan
penduduk;

). Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas

3) ]';i:;:hn-thu h::“ MWIETE penting

. rangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa ing untuk
kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan

4). Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan
Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan,

(2) hﬂ}{m'mmn‘ mﬁm higﬂmn;:;imhﬂd pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga
2l usnys untuk pencatatan nikak, i j i
penduduk yang beragama [slam. 7 g
(3) Selain h:wmmnpn scbagaimans dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana
mempunyai k:wmm untck mendapatkan dota hasil pencatatan peTistiwa
Erkammn. perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA

R R 3 e b § s
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Pasal 15

Pejnbat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data,
melakukan pembuktien lmmjmummmm
Akia Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan
Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 16

{1} Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen
uk sebogui berikut “m s

KK atmu KTP paling lambat 7 (tuj 5 ;

Surat Keterangan Pindah paling lambat 7 (tuyjuh) hari; _

Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 7 {tujul) hari; ;

Surat Kerangan Pindsh ke Luar Negeri paling lambat 7 {mjuh}_ hari; y

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat T {hguhl]llhm.‘ :

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Terbatas paling lambat 7 (tujuh) hari; )

Surat Keterangan Kelehiran paling lambat ?{11:]1911] hart;

Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 7 (tujuh) hari;

Sural Keterangan Kematian paling lambat 3 {l_lg.ﬂ] hari; : .

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lombar 7 (tujub) hm.. atau

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujub) hari; sejak

tanggal dipenuhinya semua persyaratan. .

(2) Pethitungan hari sebagaimana dimaksud ;p:dl hE;:- (1) adalah scjak tanggal
diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan TIAT.

(3 Fr:]nb.zltﬂ;mumun Sipil wajib mencatat pada Register Akta P:nunmn SIE&] dm
menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) han sejak
tanggal dipenuhinya ssmua persyaratan. : .

{4) Tatacara dan syarat-syarat untuk memgeroleh dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatt.

BAB I
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan

Paszal 17
1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
:::I}Nﬂimhupimdlmﬂnﬂpﬂaaymﬂjhnhkummhidupdmﬂmm
diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan
pencatatan biodata.
(3) NIK sebagaimana dimaksod pada ayat (1) dicantumkan dalam setisp dokumen
kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Perubahan Alamat

Pasal 18

Dalam hal tegadi perubahan alamat  penduduk, Instansi Pelaksana wajib
menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran pendudulk.
Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindaban Penduduk
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Lusr Daerah

Fasal 19

(1) Penduduk WNI yang pindsh dalam atau keluar Daerash Wajib melapor kepada
Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Ketcrangan Pindah.
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(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalsh bertempat tinggalnya Penduduk
diﬂlmﬂymgbuummkmklmihhﬁliulu]tdmmhﬂumm
yang bersangkutan uniuk wakiu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindoh sebagaimana dim!mu:l pada ayat (1)
Penduduk bersangkulan melapor kepada Instansi pelaksana di tempat tujuan uniuk
mendapatikan Surat Keterangan Pindah Datang. . Ay

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterbitken Surat Keterangan Pindah dari duerah asal, 1 .

(5) Surat Ketersngan Pindah Datang yang dimuksud pada ayat (3) digunakan sebagal
dasar perubahan atau penerbitan KK dan K TP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Paragrafl
Pindah Datang Orang Asing Dalam Dacrah
Pasal 20
1) Orang Asi memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki lzin Tinggal

W Tm:ym?;ﬂ dalam dan luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada
Instansi Peluksana. -

(2) Berdasarkan pelaporan schagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana
mendaflar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing
schagaimana yang Jimaksud pada ayat (1) yung Pll'lf;lﬂh Datang ke Daerah wqjll:
melaporkan kedatangannyn pada Instansi Hm paling lambat 30 (tiga puluh) han

sejak diterhitkannya Surat Keterangan Pi Datang. .

(3 ﬁhmmﬁ:ﬂﬂﬂnﬂm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang InnTinpsﬂlTutlp
alau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang lzin Tinggal
Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindeh Datang Penduduk WNI ke Luar Negerl atau
Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 21

(1} Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada
Instansi Pelaksana, ‘

(2} Berdasarkan Laporan schagaimana yang dimaksud pada ayat (1) lm‘hmsi Pelaksana
mendafiar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri,

Pasal 22

(1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib meisporkan
kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 7 (twjub) han kegja sejak
tanggal kedatanganmya.

(2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimoksud pada ayet (1) Instansi Pelaksana
mendafiar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagal dasar
penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4
Orang Asing Dari Luar Negeri Findah Datang ke Dracrah

Pasal 23

{1} Orang Asing pemilik [zin Tinggal Terbatas yang datang dar Luar Negen atau Orang
Asing pemilik [zin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang lzin Tinggal
Terbatas yang berencana beriempat tinggal di Dacrah Wajib melaporkan kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 7 (tujuh) hari kerjs, sejak diterbitkan Izin Tinggal
Terbatas.

(2) Berdasarkan laporan sebagmimana dimasud pada ayat (1) Instansi Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan Surat Ketcrangan Tempat Tinggal.

{3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesunikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

(4) Surat Koterangan Tempat Tinggal schagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa
pada saat berpergian.
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Paragrafl 5
Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 24
(1) Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas yang telsh mengubah statusnya
menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat
3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana
mendafiar dan menerbitkan KK dan KTP.
Paragraf & )
Orang Asing Pemegang lzin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal
Tetap pindah ke Luar Negeri
Pasal 25
1) Orang Asi yaugmmﬂ]iﬁlzinﬁmplTerbamsnuulsf'nfmndTmpyuﬂukm
{}ﬁﬁhiﬂMHWWihuﬂWWM|mMMﬁm§hﬂhﬁ?

uh) hari sebelum rencana kepindahannys. ]
ﬂ]%@mﬂmﬁmﬁﬂdpﬂhﬂﬂﬂ} Instansi Pelaksana melakukan

Pendaflaran.
Paragral 7
Pendaftaran Penduduk yang tidak mampuo mendaftarkan sendiri
Pazal 26

1) Penduduk yang ﬂd:kmnpunulﬂmwﬂnmndﬂ‘ihlmrmmhnﬂnp?ﬁsﬁm
“szcndudl.ﬂ:mmmrmﬂmdhimmmdaputmmimhmmm
orang lain. : :
(2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 8
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 27

(1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepoda [nstansi
Pelaksana unhak diterbitkan Surst Keterangan Tinggal Sementara,

{2) Susal Kelerangan Tinggal Sementara schogaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

(3) Bagi WHNI wvang bersiatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal
Sementara sehagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang
dengan ketentuan menunjukkan Kortu PelajorBaortu Maohasiswn yeng masih berlaku
den/atsy surat keterangan dan lembaga pendidiken formalnon formal yang
bersanpkutan.

Rapgian Koonpit
Pendatann Penduduk Rentan Adminduk

Paszal 28

(1) Instansi Pelaksana Wajib melakukan Pendataon Penduduk Rentan Adminduk.
{2) Keh:ntnl.un ld:-ﬂ': lanjut mengenai Pendataan  Penduduk  Rentan  Adminduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABRIV
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUK AN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Fasal 29

[l}mmﬂcpmdudukutuﬂiﬁdaﬂdamp:mgmdmamdnmwt uduk.
(2) Data perseorangan meliputi - G

a. Momor KK;

b. NIK;

i Mol

i
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Mama lengkap;

Jenis kelaming

Tempad lahir;

Tanggal / bulan / tahun lahir;
Guolongan darah;

Agama / kepercayaan,

Slatus perkawinan;

Status hubungnn dalam keluarga;
Cacat fisik dan/ atau cacal mental;
Pendidikan terakhir;

Jenis pekerjasn;

MIK ibu kandung;

Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah;

. Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah;

Tanggal inan;

Kepemilikan Akta Perceraian;

z. Momer/ Tanggal Akta Pesceraian. ;

(3}Unmktmmhnd::nhlﬂﬂndhpnmnmwhdeWahdpﬂl?at
ﬂ].hmﬁ?eﬂmud@nmﬂnummhmmm"mhm@mulm

(4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan
data kualitatif

{ﬂwmwmmmﬁmmam{n
harus mendapatkan izin dari Bupati. ‘ .

(6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ]

(7) Agama/kepercayaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi penduduk
yang agamanys belum diskul sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan

undangan atsu bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTF,

tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

“HEgEsprenNEDEeRETFTOFROeAS

Bagian Kedua
Dokomen Kependudukan
Pasal 30
1) Dokumen Kependudulan meliputi :
n. Biodata penduduk;
b. KK;
e. KTH
d. Sumat Keterongan Kependudulkan,
e. Akia Pencatatan Sipil;
f. KIA.

(Z) Sural Keterangan Kependuedukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi : *

Surat Keterangan Pindah;

Surat Keterangan Pindah Datang;,

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

Surat Keterangan Datang dan Luar Negen;

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk crang esing yang memiliki Izin tinggal

Surat Keterangan Tinggal Sementara;

Surat Keterangan Kelahiran;

Surat Keterangan Lahir Mati;

fERG DR
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L. Surat Keterangan Kematian;

& Burst Kotersngsn Friuis e Perkawinan:

Ikl Sural Kelerangan Pembatalan Perceraian; ;

i Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Biodaia Penduduk, KK, KTP, KIA, Surat
Keierangan Pindah : Keterangan Tinggal Sementara, Surat
SMLM wrmdma: WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
anmu[,fr ; Datang Penduduk Orang Asing di Daersh, Surat Keterangan
Tempat Ti Ihﬂmml{mmﬂ‘mld‘deﬂmﬂiﬂwﬂm
mﬂﬂlnilt, EWEWWTMEWIIWW

i gan Lshir Mati untuk Orang Asing, Surat

uniuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan

Penduduk WNI antar Kecamalan dalam satu Daerah, Surat
Duerah

(4) Surul Keterangan Pindah
Penduduk WNI anter Kecamatan dalam safu

Keterangan Pindah

Biodata fmdmﬂmumwmmgmmm dan tanggal lahir, alamat
dan jatidiri lainnya secam lengkap, scria perubahan data schubungan dengan Peristivwa

Penting dan Perisliwa Kependudukan yang dialemi.
Pasal 31

aksana melaksanakan pencatmian, pencrbitan dan pemitakhiran Bigxlata

{1} Instansi Pel
Penduduk.

{I}WWW@E:}'&I [l}dw:’lﬂpﬂwm
memeTiksa mmsdmuhmmnidmﬁmmdimiliﬁ oleh penduduk.

(3 Setiap orang dilarang m:nguhﬂhmmmmmumlmnﬂi tanpa hak, isi clemen
daﬂpdﬂdnkunﬂktpﬂﬂudmﬂ-

Pasal 33
Fm}'umpamnmfmmﬂmmkpmntﬂmmudmm h:jr{ummkdinﬂduduhm
tuanya atau anggoke kc!m:glnrnpmmfpninmﬂnmdﬂ:rmkm

Pasal 34

(1)

Pemutakhiran Biodal2 penduduk 3¢ bagaimand dimaksud dalam Pasal 32 aysl
dilakukan oleh Instansi Pelaksand berdasarkan [aporan penduduk.
erubahan biodata uduk Warga Negar2 Indonesia, Orang ASinE "ﬁ.nggll Terbatas
inn Orang Asing 12;:,33 Tetap yang terjadi diluar negeri karena werjadinys Pesistiva
g dicatat olch Instansi Pelaksana herdasarkan laporan

Pentin setelah i ke Indoncsia ;
Fmdugjuk yang bersanghkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kedatangan.




& g,

Paragrafl 2
Kartu Keluarga

Pasal 36

(1} KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga
dan enggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lshir, tanggal lahir, agama,
pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarge,
kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.

(2) Kelcrangon mengenai kolom sgama schagaimany dimuksud pada ayal (1) bagi
penduduk yang agamanya belum diskui scbagai agama menurut peraturan perundang-
undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan
dicatat dalam databose kependudukan.

(3) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan Orang
Azing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

{4) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat didaftar dalam satu KK.

{5) KK sebagaimana dimaksud pada ayot (1) memiliki nomor yang terdia dari 16 (enam
belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan
nomor seri KE.

(6) Nomor KK schagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi pelaksana
sclelah bicdata Kepala Keluarga dirckom dalum Daiabase Kependudukan.

Fasal 37

(1) Nomor KK schagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlaku selamanya,
kecuali terjadi perubahen kepala keluarga.

{2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(3) Berdasorkan leporan sebagnimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana
mendafiar dan menerbitkan KK,

Paragraf 3
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 38

{1} Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki [zin Tinggal Tetap yang telah
w 17 (najuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki

(2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap
dan sudah berumur 17 (fujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

{3) KTP schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional,

(4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksed pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP,

(5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial diberikan KTP oleh
Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.

Pasal 39

(1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tabun
kecuali terjadi perubahan data.

(2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubshan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP,

(3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelsh
diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeni oleh Instansi Pelaksana,

(4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya lzin
tinggal tetap.

{5) KTP untuk penduduk WNI yang berusin 60 (enam pulub) tahun keatas berlaku
seumur hidup.

(6) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTF kepada Instansi Pelaksana 14
{empat belas) hari sesudah masa berlaku KTP habis.

(7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP schagaimana dimaksud
pada ayat (6) lebih dari 1 (satu) tahun tanpa kelerangan maka dikenakan sanksi
administratif,

() Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.,

e, 1.
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Pasul 40

(13 Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP ysng mengalami kesalshan tulis
redaksional,

(2) Pembetulan KTP sebagaimana dhwﬂ.uu.j ma::#} dilaksanakan dengan atau
tanpa permohonan darl orang yang menjadi . .

(3) Pembetulan KTP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi
Pelaksana

Paragraf 4
Kartu Identitas Anak

Fasal 41

{1} Karlu ldentilas Anak (KIA) adaleh Kortu ldentilas yang diberikan kepada anok atou
penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
dnn stau belum pernah menikah.

{2) Masa berlaku KIA § (lima) tahun dan dapal diperpunjang sampai usia 17 (tujuh belas)
tabun dan aisy sudah menikah,

Paragral 5
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 42

Sursl Keterungun Kependudukan scbagaimonn dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) paling
sedikil memuat keterangan fentang nama lcngkap, MIK, jenis kelamin, tempat langgal
kahir, sgamn, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh
seseorang.

Paragraf 6
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 43

(1) Akia Pencatatan Sipil terdir atas:
o Register Akta Pencatatan Sipil;
b. Kutipzn Akta Pencatatan Sipil.
(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku sclamanya.

Pasal 44

(1) Regisier Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
{2) Data Peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan
wmmmmmmmmmimmmmmsw
(3) Hcg:slu- Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana,
(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
a. Jenis peristiwa penting;
b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
. Nama orang yang mengalami peristiwa penting,
d. Nama dan identitas pelapor;
¢. Tempat dan tanggal peristiwa;
f. Nama dan identitas saksi;
g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta:
h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 45
(1) Kwipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
a. Kelahiran;
b. Kematian;
. Perkawinan;
d. Perceraian;
e. Pengakuan Anak,

o P e P | R
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{7) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memmuat :
Jenis Peristiwa penting;
NIK dan Status Kewargancgaraan, ]
Tempat dan tanggal peristiwa,
Tmmwmm:m
dan tanda pejabat yang berwenang. :
mmwmmmmmmm
Akta Pencatatan Sipil.

Ll

BABY
PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
W*Mmmw

p : .
tl}mﬂmﬂwmwmm

{Il:lnﬁwﬂ"ﬂ!mmﬂ' terscbut pada ayat (1) diusulkan olch penyeienggara
{3}wmmm-m{2:mwm5¢nm
micmenuhl persymratan | )
Pada Penyclenggara Kabupsien memiliki pangkat/golongan paling rendah
* Pengatur Tk. | (Il/d) dan pada instansi pelaksana memiliki pangkat/golongan
paling rendah Pengatur (Ilc);
b. Memiliki DP-} dengan predikat baik;
e. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang prunata komputer,
H}Hlkllﬂpﬂuplﬂhﬁmdiuhdpdlqﬂﬂ]mdmhﬂkm.
LHW%
b. Mengundurkan din;
c. Menderita sakit permanen schingga tidak bisa menjalankan fugasnya;
d.‘ﬁd.lk:-hnmw'uudu‘nhﬂ;
¢. Membocorkan dokumen kependudukan
:s:mmhtﬁnmmmpﬁmmﬁmmmm
Dalam Negeri
Bagian Kedua
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Fasal 47
a. Nomor KK;
b. NIK;

Pasal 48
Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, wajib disi dan
dilindungi oleh Negara mpan
Pasal 49

pcwmmiwmmmmmmmmmmm
petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki Hak Akses.
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BAEB VI
PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pusal 50

(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan melakukan verifikasi kebenaran
datn dan melakukan pembukiian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register
Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil scria membuat
calatan pinggir pada Akta-okia Pencatalan Sipil.

(2) Dalam hal Pejabat Pencatatan sipil schagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan,
Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Fasal 51

(1) Petugas Registrasi membantu Lura/Kepala Desa dan Instansi Pelaksana dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ;
(2) Petugas Registrasi schagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkst dan diberhentikan
oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.
BARE YII
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran
Pasal 52

(1} Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan setiap kelshiran berdasarkan laporan yang
diterima dari penduduk dalam jangka wakiu paling lambat 60 (enam puluh) han kega
sejak tanggal kelahiran,

{2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan | (satu) tahun dilakukan seielah mendapatkan persetujuan Bupati
bagi WHNI atau mendapatkan penetapan Pengadilan Megeri bagi Orang Asing Tinggal
Tetap.

{3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka wakiu | (satu) tahun dilakukan setelah
mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

(4) Peneatatan kelahiren sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dan (2) dilakukan oleh
Pejobat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta
K.elahiran,

(5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat
waktu schagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

IFasul 53

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan lempat tinggal atau domisili,
Pejabal Pencatal Sipil vang mencatsl dan menerbitkan Kutlpan Akta Kelahiran
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 51 avat (1) bertanggung jawab memberitahukan
hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di dacrah asal.

{2} Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya
dilakukan oleh Pcjabat Pencatal Sipil di dacrah ditemukannya anak, berdasarkan
laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti acara pemeriksaan dari Kepolisian
setempat.

Pasal 34

Anak penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang

dilahirkan di lvar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana

berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (liga puluh) hari kerjn sejak kedatangan
unfuk Pemutakhiran Biodata.

Bagian Kedua
Pencatatan Lakir Mati

Pasal 55

{1} Kelahiran bayi dalom keadaan moli dicatat olch Instansi Pelaksana berdasarkan
laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran,
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(Z) Pencatatan Kelshiran bayi sebagnimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam
ﬁiﬁm kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surnt Keterangan Lahir
&LL

Bagian Kefiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Dacrah

Pazal 56

(1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wejib dilaporican oleh
penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat
60 (enam puluh) hari kerja scjak tanggal pernikahan,

(2) Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing
diberikan kepada suami dan isteri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam
dilakukan aleh KU A Kecamatan,

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam
Pasal 33 ayat (2) wejib dilaporken oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana
dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari keda setelah Pencatatan Perkawinan
dilakeanakan,

Pasal 57

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku pula bagi ;

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

b. Perkawinen WNA yang dilakukan di Dacrah slas pormintaan yang bersangkutan,
Fasal 58

Dalem hal perkawinan tidak dapat dibuktiknn dengan Akla Perkawinan, pencatatan
perkawinan dilakukan setelah ada penctlapan prngndiluﬁn -
Paragrafl 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
Pasal 59
(1) F'E:;.i:uﬂ:m rmgdﬂmmm perkawinan di fuar negeni wajib dicatatkan pada
ne rewenang di Negara sctempat dan dilaporkan Perwaki egarn
Republik Indonesia. i et o
(2) Apabila di MNegara setempat sebapaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mm:u'ﬂlﬂ'lggllrlﬁ:ﬂn pencalatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan
. mﬁmﬂ Negara Republik Indonesia terdekat.
ilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencatsl peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawi menerbitkan
Kutipan Akta Perkawinan. g 1y =y
{4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan
yang h:mngkullu kepada Instansi Pelaksana di tempat ﬁmﬂnyf;rﬂil;rlunh:hllﬁl
(Liga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kemnbali ke Indonesia, direkam dalam
database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar
negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 60
{1} mbﬂ‘dm perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan
pezul;:r.mn kepada [:;nuﬁu Pelaksana paling lambat 90 {sembilan mﬂl&l} bari kerja
setelah putusan pengodilan tentang pembatalan perkawi i
el s perEawinun mempunyai kekuatan
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(2} Instansi Pelaksana sebogoimana dimaksud pudn oyst (1) mencobul kulipan akta
perkawinan darl kepemilikan subyek akia dun menerbitkan Surat Keterangan
Pembatalan Akia Perkowinan.

(3) Pembaotalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatnt dalam Register
Akta Perkawinan,

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 61

(1) Perceraion wajib dilaporkan oleh yang bersungkutun kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah puiusan pengadilan tentang perceraian
mempunyai kekuatan hukum letap.

(2) Bagi yang beragama selain Islam, Perceraian scbagaimana dimaksud peda ayat (1)
dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akia Perceraian dan diterbitkan Kutipan
Akta Perceraian.

Pasal 62

(1) Pencatatan Perceraian bagi Penduduk yang berada di Luar Megerd wajib dicotatkan
oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Megara sciempat dan
dileporkan pode Perwakilan Negara Republik Indonesio sctempat,

(2) Apabila di MNegara setempst schogaimany  dimaksud puds syst (1) tidak
menyelenggarakan pencatatan perccraian bogi orang asing, pencalatan dilakukan pada
Perwakilan Megars Republik Indonesia terdckat.

(3} Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang
bersangkutan kembali ke Indonesia,

Pasal 63

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Perwakilan Megara
Republik Indonesia setempsl mencalal pada Register Akta Percersian, memberilan
Catatan Pinggir pada Register Akia Perkawinan, mencabut Kutipan Akts Perkawinan
dan menerbitkan Kutipan Akla Perceraian.

{2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa
perkawinan, Instansi pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan
Kutipan Akia Percersian memberitahukan terjadinya peristiwa percersian kepada
Instansi Pelaksana yang mencatat peristivwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 64

(1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 60 (enam pulub) hari kerja scjak Putusan Pengadilan tentang
Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap,

(2) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana
mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan
Surat Keterangon Pembatalan Perceraian,

Bagian Ketujuh
Pencatatun Penganghatan Anak

Paszal 65

(1) Pengongkatan anek yang teloh mendopotkan penctopan pengadilan dicatal olch
Instansi Peluksana berdasarkan loporan penduduk paling lama 30 (tiga pulub) hari
kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

{2) Pengangkatan _anhh: ﬂdgnm dimaksud pada avat (1) dicatat oleh Pejabat
Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam
bentuk Catatan Pinggir.
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Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Fasal 66

{1} Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal surat pengakuan ansk disctujui oleh ibu kandung dari anak yang
bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat peda register akia pengakuan
anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

(2} Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecuslikan bagi orang tua yang
Wﬁmmmmmymgrm&mlmmm
perkawinan sah,

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesuhan Anak
Pasal 67

(1) ngn:lmn anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja scjak ayah dan ibu dari anok yang bersangkutan melakukan perkawinan dan
mtnd!puﬂmhkuhimimnkmdﬂmunﬁmmdmdimmmm
mmmmmummﬂmﬁuﬁpmammmm
suhqammdimhnddmmruﬂﬁ?ﬁpatdinlﬂmpnda saal pencalalan
perkiwinan orang tuanya.

{13WWWdMMMW“{I}diWMMMM
sipil dalam Register Perkawinan o Tuamys dan Register Akta Kelahiran
dulam bentuk Catatan Pinggir. = Bl

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 68
(1) Setiap _Knn'mﬁm wajib dilaporkan alch keluarganya atauy y mewakili kepada
Instansi Pﬂakun.n paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja ujlklE:gpl kematian.
(2) Pﬂmmu.r!_ kematian sebagaimana dimaksod pada ayal (1) dilakukan oleh Pejabat
Pr:n!dm sipil dalam Register Akls Kematian dan scbagai Catatan Pinggir dalam
R:mmﬁk‘mﬂﬂulhummhnumkuunnmditﬂhﬂtmﬂuﬁpmﬁkhhm

tidak j identi Instansi

Felaksana melakukan pencatatan kematian l:ntrlliE r gl
{7) Dalam hal tempat peristiwve kematian berbeds dengan domisili,
yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sehagrai i
ayat (1) memberitahukan kepada [nstansi Peluksana daerah asal,

Pazal 69
(1) Kematian Penduduk WNI di fuar negeri wajib di

{tujuh) hari kerja setelah kematian, cBara setempat paling lambat 7

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaks

L by ud pada ayat (1) direkam dalamdatabase
kependudukan dan diterbitkan Tandn Bukii Pelaporan kemintian luar neger.
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Pencatatan Perubahan Nama
Pazal 70
(1) Instansi Pelaksann mencatal perubahan nama penduduk yang ielah mendapatkan
penetapan pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya salinan penetapan pengadilan,

s {2) Perubalian noma sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dicatat oleh Pojabal Pencataton
Sipil pada Register Akla Pencatatan Sipil dan Kutipan Akts Pencatstan Sipil dalam
. bentuk catatan pinggir.
Bagian Kedua belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 71

(1) Instansi Pelaksans mencatat peristiwa penting lainnys atas perminiaan penduduk
yang bersanghkutan setelah mendapatkan penctapen pengadilan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejek diterimanya salinan Penetapan Pengadilan,

(2} Perisliwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat
Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk
Catatan Pinggir.

Bagian Ketiga belas
Pembatalan Akta
Pasal T2
(1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan
pembatalannya dicatal dalam Register Akta, i

. (23 Iﬂﬂ-‘ﬂ-lﬁir F'r.]ﬁl:ﬂ.tn wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan

Pengadilon paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan

Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Database Kependudukan.

Bagian Keempat belas
Fembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 73

(1) Pembetulan Akia Pencatatan Sipil 4 dilakukan untuk Akta mengalami

g Kesalahan wlis redaksional. o N e

(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan
£ dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjndimmﬁit.{ :

b

(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
utﬂhpﬂjﬂhﬂt?ﬂtﬂlﬂ‘hﬂlﬁiﬁlﬁﬂﬂﬂidﬂgﬂﬂkﬂ“ﬂﬂﬂm}u el
Bagian Kelima belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI
Pasal 74

(1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing
» telah menjadi WML serta sudah mﬂmfﬁ;?mmmw ae

perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh)
hari kerja scjak Penetapan/ Pengesahan.

(2} Perubahan status kewarganegaraan scbagaimany dimaksud pads ayat (1) dicatar oleh
Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatstan Sipil dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
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Paragral 2
Pencatatan Perubahan Status Kew
WNI menjadi Orang Asing

Pasal 75 ;

(1) Perubahan status Kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi Orang Asing yang
Hﬁmnﬂaﬂwﬂjmmﬂmﬂwﬁibﬁmnﬂmw—
kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(E}Pmﬂﬂanhpubﬁkmmmwmﬂ}ﬂﬂ]mﬁﬁm
Surat Keterungan Pelepasan Kewarganegaraan.

{33H=mxn~mwmmmﬁmwmmm
menirul peraturan Perundang-undsngan uniuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana
yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan,

Pasal 76

Instansi FﬂakmnnmemdmdnhmmKT?deHpnﬂmtmmpﬂm
kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing,
BAE VIII
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Pengadaan

(I}meﬂmﬁnﬁmmwwmmmw
peraturan perundang-undangan yang bertakuy,
I{E}Inmn:iﬂ:':lm yang mﬂhll]:l'lmthk-] blangke dokumen penduduk harus
i:ﬂgﬂg nomor Hegistrasi blangko Departemen Dalam MNegeri, sebelum
Bagian Kedua
Pengisian Data
Pasal 78

P:ugmm clemen data pada blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan
RmmﬁummSiﬁledmgmﬁmﬂm]mmn
perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
BAR IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 79

Penyelenggarsan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SLAK).

Pazal B0

SIAK merupakan sam kesatuan kegiatan terdini dari unsur -
a. Databage;

b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

c. Sumber daya manusia;

d. Pemecgang hak akses;

¢. Lokasi database;

f. Pengelolasn datobase;

g. Pemeliharasn database;

h. Penpamanan database;

i. Pengawasan database; dan

e S S — i i
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Pasal 81

(1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf (a) merupakan
kempulan berbagai jenis datn kependudukan yong sistematis, terstruktur dan
tersimpan yang berhubungan satu suma lain dengan menggunakan perangkat lunak,
peranghkal keras, dan jaringan komunikasi data.

(2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi pelaksana,

Pasal 82

(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dopot dilakukan secara tlersambung (on
line), semi elektronik (aff line) alau manual,

(2) Penyelenggaraan asdministrasi kependudukan sccara semi clektrontk (off line) atau
manual hanya dopat dilakukan oleh instansi peloksana.

Pasal 83

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf (d) adalah petugas
yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

FPasal 54

(1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengewasan database k sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 buraf (g), huruf (h) dan burf (i) dilakukan oleh instansi

peloksena,

{2) Pemeliharnan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) melipuii data dalam database, perangkat keras, perangkat
lunak, jaringan komunikasi, data cenvre dan data cadangan.

Pasal 85

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada
APBD dan/stau bantuan dari APEN maupun APBD Provinsi.

BAB X
PELAPORAN

Pasal B6
(1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Kelurshan
dan Desa ke Kecamatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Turah serta dari Kecamatan
ke Pemerintah Kabupaten diketahui Camat setempat.
(2) Pelaksansan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register
yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
(3) Petugas register yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecomatan status kepegawaiannya
melckat pada instansi pelaksana.
BAB Xi
KEFENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE

Pasal 87

(1) Dalam hal terjadi keadnan force migfewre, maka Instansi Pelaksana wajib melakukan
pendataan penduduk,

(2} Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan
Sural Keterangan Pencatalan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk
schagaimana dimaksud pada ayat ().

(3) Surai Keterangan Pengganti Tands Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbengan untuk penerbitan
dokumen kependudukan.

(4) Ketentuan lebth [anjul mengenai persyarmtan dan tata cara peperbitan Surat
Keterangan Pengganti Tanda Idemtitas dan Surst Keterangan Pencatatan Sipil
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,
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BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8§

(1} Setiap penduduk dikenal sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas
wiakiu peloporun Peristivo Kependudukan dalum hal ind :

a. Penduduk Lusr Daeroh vang lebih dari | (saiu) twhun sudah Pindah Fisik di
Doerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat{2);

b. Pindah dotang bogi Orang Asing yung memiliki Izin Tinggal Terbates atay Orang
Asing yang memiliki [zin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayal (1),

¢. Pindah Datang ke Luar Megerd boagi Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayst (1);

d. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI, schagaimana dimaksud
dalam Pusal 22 ayat (1);

e. Pindah Datang ke Luar Negeri bagi Penduduk Ovang Asing yang memiliki lzin
Tinggal Terbatas, scbagnimana dimaksud dalam Pnsal 23 ayat (1);

[. Perubshan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi
Crang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap, scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1%

g Pindsh ke Luar Negeri bagl Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
atau Orang Asing yang memiliki lxin Tinggal Tetsp sebagaimana dimaksad
dolom Fasal 25 ayat (1);

!:. Perubahan KK sebagaimans dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);

i. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6).

(2) Bagi Penduduk yang meninggalkan Daerah ke luar Daerzh untuk waktu lebib dari 1
(satu) tahun tanpa memberitshukan kepada Instansi Pelaksana, Administrasi
Penduduk yang bersangkutan akan dibekukan,

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan d terhadap penduduk
WNI sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

{4) Dende administrasi sebagaimans dimaksud ayat (1) huruf beef dan g terhndap
penduduk Orang Asing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(5) Denda administrasi schagaimana dimalsud ayat (1) huruf h terhadap penduduk WNI
scbesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

(6) Penduduk WNI yang lebih dari | (satu) tshun pindah secara fisik dan tidak
menyclesaikan Surst Ketcrangan Pindah, haknya sebagai penduduk Daerah
dibekukan.

(7) Pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalem Persturan
Bupati.

Pusal B9

(1) Setiap Penduduk scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) yang bepergian
tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi Rp 20.000,00 (dua puluh ribu
rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Lein Tinggul Terbatas sebagaimana dimaksud
dalem Pasal 23 ayat (4) yang bepergian tidak membawn SKTT dikenakan denda
administrasi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupish)

Pasal 90

Ketentuan pelaksanaan Sanksi Administrusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat
(1, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 89 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
Fasal %1
(1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaion Dokumen Kependudukan dalam batas

waktu yang ditentukan Peraturan Dacruh ini, maka pejabat pada Instansi Pelaksana
dikenai sanksi mengembalikan biaya sdministrasi yang telah dikeluarkan.
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(2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilskuken dengan
menpaja, maka pelugas danfslau pejabal pada Insiansi Pelaksana dikenai sanksi
administrasi kepegawaian scsuai dengan peraluran  perundang-undangan  yang
beriakos,

(3) Dikecualikan pengenasn sanksi schagaimana dimaksud pads ayat (1) spabila
keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitabukan terlebih
dabulu.

BAB XIII
FENYIDIKAN

Fasal 92
Dueerah ini dilaksanakan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PFNS) di linglomgan
Pemerintzh Daerah.

Pasal 93
Dalam melaksanakan wgas penyidikan, PPNS schagaimana dimaksnd dalsm Pasal 98
Menerima laporan atau pengadusn dari seseorang mengenal adanya tindak pidana

atas pelangraman Peraturan decrah;
Hdnhimﬁnhtmpumﬁn pemeriksaan di mmh;ﬂdim.

E

B

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
Memanggil orang uniuk didengar dan diperiksa schagai tersangka atau saksi;
wmﬂh yang diperiukan dalam hubungannys dengan pemeriksaan

perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendagat petunjuk dari penyidik batrwa

tidak terdapat culup bukti atay peristiwa tersebut bukan menupakan tindak pidana dan

icrsangka atau keluarganya;

i Mengadsian tindakan lain menuenot bokem yang, dupal dipertanggungjawabkan
BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 54

FﬁﬂhdlhmﬂPmDWﬂmmmmmpdﬂmmhhm
dengan Admimstrasi K:pm:hﬂﬂ‘.n dm:mntm tetap berlaku sepanjang tidak

F meppp g

KETENTUAN PIDANA

Pazal 95
Sctiap penduduk yang dengan scopaja memalsukan surat danfatsu dokumen kepada
Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan
dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Fazal %%
mmmhﬂmmm;:nmmmmmwn
Peristiwa Penting atau peristiwa Kependudukan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
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Scliap orang yang tanpa hok dengon seogajs menyuboh, menombah dan mengurangi
wnpa hok, isi clemen duto padu dokemen kependsdukan sebogaimune dimaksud pada

Pasal 32 Ayat (3) dipidana sesuai dengan Persturan Perundang-Undangan yang berlaku,
Pasal 98

Setinp orang yang tanpa hok mengakses data base kependudukan sebagaiana dimaksud

Pasal 46 Ayat (1) dipidana sesuni dengan Peraturun Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 99

aeiiap penduduk yang dengan sengajm mendafierkan diri sebagai Kepala Keluarga atau

anggota kepala keluarga lebih dari satu KK scbagaimana dimaksud Pasal 36 Ayat (4)

alau uniuk memiliki KTP lebih dari satu schagaimana dimaksud Pasal 38 Ayat (4)
dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

Pasal 100

Dalam hal pejobot atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan
dan membantu melakukan tindok pidana schagsimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal
94, Pasal 95 dan Pasal 96 pejabat yang bersangkutan dipidana den i

ditabah 1/3 (satu pertiga). g gt dip g o

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101
Hal = hal lain belum ¢ i i jang mengenai
teknis pdﬂmﬂua akan :fu“i' l.]hl:lz::l: li:u::'l,“ﬁt:zﬁ r:m BE:;'?E“JHE
Pasal 102
Persturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintzhkan pengundangan Peraturan Dacrah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Kepahiang, =~

: Kepahiang
: 3 Mei 2010

BEAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN
NOMOR 02 e
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